
 

 

 

  
  

  

  

  

WALIKOTA KEDIRI 
  PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 

NOMOR 2 TAHUN  2023  
 

TENTANG  
  

 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  

TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA KEDIRI,  

Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan 

kewenangan otonomi berdasarkan asas Desentralisasi 
merupakan implementasi dari asas partisipasi dan 

transparansi sebagai bagian dari asas-asas umum 
pemerintahan yang baik; 

b. bahwa dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat dalam rangka mendorong peran serta 
masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan 

pembinaan kemasyarakatan telah dibentuk wadah berupa 
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

c. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, 
maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 
12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 569); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI 

dan  

WALIKOTA KEDIRI 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.  

  

Pasal 1  
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.  
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Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.  
  

 

Ditetapkan di Kediri        

pada tanggal 28 Juli 2023 

     WALIKOTA KEDIRI, 

  

                  Ttd 

 

ABDULLAH ABU BAKAR 

 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 28 Juli 202330 

 Desember 2021       

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

 

 

                        Ttd 

 

                BAGUS ALIT 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 2 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 53-2/2023 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 

                                         KEPALA BAGIAN HUKUM, 
      
 
 
 

 MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. 

                         Pembina 
NIP. 19760810 200604 1 022 
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PENJELASAN  

ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI   

 NOMOR 2  TAHUN 2023  
  

 TENTANG  
 

 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  

  

I.  UMUM   

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka 
meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota Kediri membentuk 

wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wadah 
dimaksud adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang didalamnya 

berupa : LPMK, TP PKK Kelurahan; RT/RW, dan Karang Taruna. 
Pembentukan lembaga-lembaga tersebut merupakan media partisipasi 
rakyat dan sebagai implementasi prinsip partisipasi yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good Governance). Pembentukan lembaga-lembaga 

masyarakat tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota 
Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.  

Namun seiring dengan perkembangan yang ada yaitu berlakunya 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan 

berbagai persoalan di masyarakat serta permasalahan-permasalahan yang 
berbenturan dengan implementasi peraturan daerah tersebut, maka perlu 

direspon dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota 
Kediri Nomor 12 Tahun 2013. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa dan Lembaga Adat Desa, dinyatakan Jenis Lembaga Kemasyarakatan 

paling sedikit meliputi:  
a. Rukun Tetangga;  

b. Rukun Warga;  
c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;  

d. Karang Taruna;  
e. Pos Pelayanan Terpadu; dan  
f.  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) dinyatakan ketentuan 
lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakan 

di kelurahan diatur dengan Peraturan Walikota. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk sinkronisasi 

dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, 
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan.   
  

II. PASAL DEMI PASAL  II  
IV. Pasal 1   

a. Cukup jelas.   
Pasal 2   

Cukup jelas.   

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 89 


